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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
II.1
Tinjauan Tentang Peranan


II.1.1
Pengertian Peranan


Peranan menurut Grass, Mason dan MC Eachern yang dikutip dalam buku pokok-pokok pikiran dalam sosiologi
 karangan David Bery mendefinisikan “peranan sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu “ 


Namun, lain lagi pengertian peranan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Ia mengatakan bahwa “peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.”


Berdasarkan dua pengertian di atas, peranan adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.


Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

II.1.2
Cakupan dalam Peranan

Menurut Soerjono Soekanto, peranan mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
Dari penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa setiap individu atau kelompok, yang dalam hal ini adalah kelurahan, menjalankan peranan sesuai dengan norma-norma yang dihubungkan dengan posisi kelurahan dalam masyarakat, yang artinya menjalankan peranan berdasarkan peraturan-peraturan yang membimbing kelurahan dalam proses pembangunan masyarakatnya, yang dalam hal ini penulis merujuk norma hukum berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah, dan norma sosial yang apabila peranan ini dijalankan oleh kelurahan maka akan tercipta suatu hubungan yang memunculkan nilai pelayanan antara kelurahan dengan masyarakatnya yang disebut dengan lingkaran sosial (social circle).
 Yang diikuti dengan apa yang dapat dilakukan kelurahan dalam masyarakat, dan juga perilaku kelurahan yang penting bagi struktur sosial masyarakat. 

Selain itu, menurut Soekanto, pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu –individu dalam masyarakat, penting bagi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa peranan- peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.

2. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.

3. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu- individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.

4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.
Begitu pentingnya peranan sehingga dapat menentukan status kedudukan seseorang dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Hal inilah yang hendaknya kita fikirkan kembali, karena kecenderungan untuk lebih mementingkan kedudukan daripada peranan. Hal ini juga yang menunjukkan gejala yang lebih mementingkan nilai materialisme daripada spiritualisme. Nilai materialisme dalam kebanyakan hal diukur dengan adanya atribut-atribut atau ciri-ciri tertentu yang bersifat lahiriah dan di dalam kebanyakan hal bersifat konsumtif. Tinggi rendahnya prestise seseorang diukur dari atribut-atribut lahiriah tersebut, misalnya gelar, tempat kediaman mewah, kendaraan, pakaian, dan sebagainya. Hal-hal tersebut memang diperlukan, akan tetapi bukanlah yang terpenting dalam pergaulan hidup manusia. 

II.2
Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah


II.2.1
Pengertian Pemerintahan Daerah


Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara dan memenuhi kepentingan masyarakat di seluruh pelosok tanah air dengan sebaik-baiknya, maka berdasarkan pasal 18 UUD 1945, antara lain menyatakan bahwa “pembagian daerah Indonesia dibagi berdasarkan daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahanya ditetapkan dengan Undang-Undang.”
 

Sebagaimana menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yakni pasal 1 ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah :
 
Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya ke dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam UU Negara RI 1945. 

Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah daerah menurut UU otonomi daerah nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 3 yaitu “Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD.”


Namun, lain lagi pengertian pemerintah daerah yang dikemukakan oleh Misdyanti dan Kartasapoetra. Mereka mengemukakan bahwa “pemerintah daerah adalah pemegang kendali atau kemudi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah.” 


Berdasarkan kedua pengertian di atas bahwa pemerintah daerah adalah perangkat daerah yang memegang kendali penyelenggaraan pemerintahan di suatu daerah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu perangkat daerah yang mengatur urusan pemerintahan adalah Lurah yang wilayah kerjanya disebut kelurahan. 

II.2.2
Fungsi Pemerintahan Daerah

Menurut Prajudi dalam Inu Kencana Syafiie, fungsi pemerintah daerah adalah mengatur, menertibkan masyarakat, kepolisian dan peradilan (Syafiie, 1992 : 16). Sedangkan fungsi pemerintah daerah yang dikemukakan oleh Misdyanti dan Kartasapoetra adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Otonomi


Melaksanakan segala urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang lebih tinggi tingkatannya.

2. Fungsi Pembantuan

Melaksanakan urusan pemerintah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan

3. Fungsi Pembangunan

Meningkatkan laju pembangunan dan menambah kemajuan masyarakat.

4. Fungsi Lainnya

Selain ketiga fungsi di atas terdapat fungsi lainnya yaitu: 

a. Pembinaan wilayah

b. Pembinaan masyarakat

c. Pemberian pelayanan, pemeliharaan serta perlindungan kepentingan umum

Berdasarkan fungsi di atas, jelaslah bahwa perangkat pemerintahan daerah selain memiliki fungsi melaksanakan segala urusan pemerintahan dan mempertanggungjawabkannya, pemerintah daerah pun memiliki fungsi untuk membina wilayah dan masyarakat, melayani, memelihara dan melindungi kepentingan umum sehingga dapat meningkatkan laju pembangunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan, menyebutkan:

Pasal 1, ayat :

(2)
Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

(3) Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
(5)
Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan.

Pasal 3, ayat :

(1)
Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.

Pasal 4, ayat :

(1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.


(2)
Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati atau Walikota.


(3)
Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.


(4)
Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.


(5)
Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Bupati atau Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.


Pasal 5, ayat :


(1)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana  dimaksud dalam pasal 4, Lurah mempunyai fungsi :



a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan



b. pemberdayaan masyarakat



c. pelayanan masyarakat



d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum



e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum



f. pembinaan lembaga kemasyarakatan


Berdasarkan Peraturan Pemerintah di atas, sangat jelas memberikan kita gambaran bahwa kelurahan merupakan bagian dari pemerintah daerah yang penyelenggaraan urusan pemerintahannya berada di wilayah pemerintah kecamatan untuk melaksanakan tugas berdasarkan azas tugas pembantuan yang urusan pemerintahannya dilimpahkan oleh Bupati atau Walikota.


Dalam melaksanakan urusannya, seperti yang disebutkan dalam salah satu pasal di atas bahwa segala urusan pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas, artinya urusan pemerintahan yang dilimpahkan penanganannya dipastikan lebih berdaya guna dan berhasil guna dilaksanakan oleh kelurahan dibandingkan apabila ditangani oleh perangkat daerah lainnya dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada kelurahan lebih langsung/dekat dan berdampak/berakibat kepada masyarakat dibandingkan dengan urusan yang ditangani oleh perangkat daerah lainnya. Untuk itu, meskipun yang dalam hal ini permasalahan sampah memiliki perangkat daerah atau instansi yang lebih berwenang, akan tetapi dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas kelurahan, maka penanganan permasalahan sampah akan lebih cepat tertangani.

Untuk itu, sudah sewajarnyalah kelurahan memberikan peranan dalam menangani masalah sampah yang menjadi fokus penulis dalam laporan KKL ini.
II.3
Tinjauan Umum Tentang Sampah


Dalam kehidupan manusia, hal-hal yang disebut sampah selalu bermakna negatif, karena sampah sebagian besar selalu memberikan kerugian pada kehidupan manusia, meskipun ada sebagian sampah yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan bagi kehidupan manusia. Namun berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Poerwadarminta dalam buku kamus umum bahasa Indonesia, “sampah adalah barang-barang buangan atau kotoran (seperti daun-daun kering, kertas-kertas kotor, dan sebagainya).”
. Untuk mengetahui secara jelas, berikut ini akan dikemukakan pembagian sampah secara umum.

II.3.1
Pembagian Sampah


Segala macam organisme yang ada di alam ini selalu menghasilkan limbah atau bahan buangan atau yang dapat juga kita sebut sampah. Semakin majunya peradaban, menambah jenis limbah atau sampah dalam kehidupan kita. Sampah itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Sampah Organik

Jenis sampah daratan yang dapat didegradasi atau dipecah oleh mikroorganisme, menjadi bahan yang mudah menyatu kembali dengan alam tanpa menimbulkan pencemaran pada lingkungan.

2.
Sampah Anorganik

Jenis sampah daratan yang tidak dapat didegradasi atau dipecah oleh mikroorganisme, dan tidak dapat menjadi bahan yang mudah menyatu kembali dengan alam.

II.3.2
Dampak Pencemaran Sampah


Seperti  yang kita ketahui, bahwa sampah tidak hanya ada di daratan,tapi juga bisa berada di daerah berair seperti sungai, danau dan sebagainya. Namun, berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat dan sesuai dengan kondisi kota Bandung, khususnya kelurahan Sukaluyu, maka penulis hanya akan membahas dampak pencemaran sampah yang ada di daratan saja.


Tidak jauh berbeda dengan udara dan air, daratan pun dapat mengalami pencemaran. Daratan mengalami pencemaran apabila ada bahan-bahan asing yang bersifat organik maupun anorganik seperti sampah yang ada di permukaan tanah yang dapat merusak lingkungan hidup.


Sampah biasanya dikumpulkan di suatu tempat penampungan, yang dapat bersifat sementara maupun bersifat tetap. Oleh karena tempat penampungan yang sudah ditentukan maka seharusnya sudah pula diperhitungkan pula kemungkinan dampaknya. Namun dalam kenyataannya, seringkali terjadi bahwa tempat penampungan sampah tersebut tetap menimbulkan gangguan pada manusia.


Menurut Wardhana dalam bukunya dampak pencemaran lingkungan, dampak pencemaran daratan dapat berupa dampak langsung dan dampak tidak langsung: 

1. Dampak Langsung

Dampak pencemaran yang dirasakan langsung oleh manusia adalah dampak dari pembuang sampah organik yang berasal dari kegiatan rumah tangga dan juga industri olahan bahan makanan. Jenis limbah padat organik ini didegradasi oleh mikroorganisme yang akan menimbulkan bau yang tidak sedap (busuk) akibat penguraian sampah-sampah tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang disertai dengan pelepasan gas yang berbau tidak sedap. Sampah organik yang mengandung protein akan menghasilkan bau yang lebih tidak sedap lagi (lebih busuk) karena protein yang mengandung gugus amin itu akan terurai menjadi gas amonia.

Dampak langsung lainnya adalah adanya timbunan sampah dalam jumlah besar yang akan menimbulkan pemandangan yan tidak sedap, kotor dan kumuh. Timbunan sampah yang menggunung karena belum diolah lagi menjadi bahan lain yang berguna menyebabkan pemandangan disekitar tempat tersebut menjadi kotor. Kesan kotor ini secara psikis akan mempengaruhi penduduk disekitar tempat pembuangan tersebut.

2. Dampak Tak Langsung


Dampak tak langsung akibat pencemaran sampah ini adalah dampak yang dirasakan oleh manusia melalui media lain yang ditimbulkan akibat pencemaran. Jadi media lain inilah yang memberikan dampak kepada manusia.

Sebagai contoh dari dampak tak langsung ini adalah bahwa baik tempat penampungan sementara maupun tempat pembuangan akhir, akan menjadi pusat berkembang-biaknya tikus dan serangga yang merugikan manusia, seperti lalat dan nyamuk. Tempat pembuangan sampah ini adalah tempat yang kumuh namun menyediakan makanan yang cukup bagi perkembangbiakan  tikus, yaitu sampah organik terutama sisa-sisa makanan yang ikut dibuang ke tempat itu. Celah-celah antara limbah padat seperti ban, kaleng bekas, kardus, kotak kayu dan lain sebagainya merupakan tempat ideal bagi persembunyian dan perkembang-biakan tikus. Sedangkan lalat pada umumnya berkembang biak di tempat di mana terdapat sampah organik, terlebih lagi sampah sisa olahan bahan makanan yang banyak mengandung protein. Sampah-sampah organic yang mengandung protein merupakan sumber makanan bagi lalat, sedangkan proses degradasi sampah akan memberikan panas yang cukup (hangat)  untuk menetaskan telur-telurnya. Oleh karena itu tidak mengeherankan apabila tempat sampah organik yang berasal dari rumah tangga selalu banyak lalatnya.

Dampak lainnya adalah berkembang-biaknya nyamuk. Hal ini disebabkan karena sampah-sampah yang dapat menjadi sarang nyamuk, seperti kaleng, ban, dan lain-lain yang apabila hujan akan menampung air dan akan menjadi tempat bertelur dan berkembang-biaknya nyamuk.

Baik tikus, lalat, maupun nyamuk merupakan binatang yang dapat menimbulkan penyakit menular bagi manusia, penyakit menular tersebut antara lain adalah penyakit pes, penyakit kaki gajah, malaria dan demam berdarah.

II.4
Tinjauan Tentang Ketentuan Untuk Memelihara Lingkungan Hidup

Setiap manusia pasti menginginkan untuk hidup nyaman. Hidup di lingkungan yang bersih, tertib dan aman. Jauh dari gangguan-gangguan seperti sampah, kebisingan, kejahatan dan sebagainya. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai lingkungan hidup dan ketentuan yang mengaturnya, berikut akan dijelaskan lebih rinci.
II.4.1
Pengertian Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 ayat (1) dan (2) :

lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
Sedangkan yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.
Berdasarkan pengertian di atas, memberikan kita gambaran umum tentang maksud dari lingkungan hidup yang di dalamnya tidak hanya manusia, tapi juga perilakunya termasuk kehidupan makhluk lain yang pengelolaannya diperlukan upaya kompleks yang terpadu mulai dari pembuatan kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

II.4.2
Peranan Masyarakat Umum dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Masyarakat umum sering dikonotasikan sebagai masyarakat lapisan bawah.  Yang dimaksud di sini bukanlah demikian. Masyarakat umum merupakan sekumpulan manusia yang dalam kehidupan sehari-hari mereka hidup sebagai anggota masyarakat yang tinggal dalam sebuah RT/RW dan kelurahan tertentu serta bergaul dengan tetangga dan orang lain terlepas dari jabatan apapun atau materi yang dimiliki. 
Seperti yang kita ketahui bahwa keberhasilan dalam pengelolaan hidup tidaklah ditentukan oleh satu pihak, baik itu dinas kebersihan saja atau masyarakat di daerah tertentu saja. Namun, keberhasilan akan ditentukan apabila ada kerjasama dari semua pihak meskipun dalam setiap wilayah tertentu harus ada yang mengkoordinir yang dalam hal ini adalah pihak kelurahan untuk wilayah kerjanya. 

Namun, hal terpenting dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk menumbuhkan kerjasama semua pihak adalah kesadaran dari diri sendiri. Pemerintah dalam hal ini sudah membuat satu pendekatan yang diberi nama ADS atau Atur-Diri-Sendiri. Namun pendekatan yang dimaksud bukanlah upaya untuk menonjolkan sifat egoistis seseorang, namun sebaliknya bagaimana agar egoisme negatif seseorang yang anti-lingkungan hidup dan anti-sosial dimotivasi untuk dapat berubah menjadi egoisme positif yang pro-lingkungan hidup dan pro-sosial. Dengan adanya pendekatan seperti ini, tentunya akan membantu pemerintah melakukan kontrol terhadap lingkungan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah kelurahan yang akan memberikan peranan dalam menangani masalah sampah yang salah satunya adalah mensosialisasikan program-program pemerintah yang yaitu melalui pendekatan ADS atau Atur-Diri-Sendiri.

II.4.3
Kewajiban Untuk Mengelola Lingkungan Hidup dan Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup


Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diatur secara rinci mengenai pengelolaan, sanksi dan sebagainya. Berikut ini akan dimunculkan beberapa pasal mengenai hal di atas:

1. Kewajiban Masyarakat Umum Untuk Mengelola Lingkungan Hidup

Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi:


Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

2. Wewenang Pengelolaan Lingkungan Hidup


Pasal 8 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:


(1) Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah.


(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah :
a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup

b. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika.

c. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/ atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika.

d. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial.

e. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Sanksi / Ketentuan Pidana


Pasal 41 ayat (1) yang berbunyi :



Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)


Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3), beberapa ketentuan sanksi tentang kebersihan adalah sebagai berikut:
Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi:  
Setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan berupa:

f.
-
tidak menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan,


-
pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, izin gangguan, SIUP, SIUK, atau izin-izin lainnya serta pemasangan/penempelan stiker/papan pengumuman pernyataan sebagai pelanggar, dan/atau pengumuman di media massa.

n. 
- 
tidak melengkapi tempat sampah pada kendaraan angkutan penumpang dan/atau barang, membuang sampah sembarangan, membuang sampah keluar kendaraan,


- pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, izin trayek, serta penempelan stiker pernyataan sebagai pelanggar, dan/atau pengumuman di media massa.

o.
-
tidak menyediakan prasarana dan sarana pengolah limbah.

-
pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, izin gangguan, SIUP, IMB, atau izin-izin lainnya serta pemasangan/penempelan stiker/papan pernyataan sebagai pelanggar, dan/atau pengumuman di media massa.

w.
-
membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya

-
pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, serta pemasangan/penempelan stiker/papan pengumuman pernyataan sebagai pelanggar, dan/atau pengumuman di media massa.

qq.
-
membuang benda-benda/bahan-bahan padat dan/ atau cair ataupun berupa limbah ke dalam maupun di sekitar sungai.


-
pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, IMB, SIUP, dan/atau pengumuman di media massa.

rr.
-
membuang/memasukkan limbah B3 atau zat kimia berbahaya pada sumber air yang mengalir atau tidak, seperti sungai, jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam-kolam air minum, dan sumber air bersih lainnya.


-
pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, IMB, SIUP, dan/atau pengumuman di media massa.

Beberapa ketentuan di atas hanyalah beberapa poin penting saja, namun masih banyak ketentuan atau pasal-pasal lain yang juga menjelaskan aturan mengenai lingkungan hidup ataupun kebersihan. Untuk lebih lengkap, dapat di baca pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 dan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2005.
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